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BAB |
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Manajemen risiko suatu proses identifikas, analisis, penilaian,pengendalian, dan
upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat
diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi
ketidakpastian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah
akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa
ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu
proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah
organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan
menggunakan pemberdayaan/ pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat
disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan
dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan
memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan
menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas
manusia. Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan
strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumber
daya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang
menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap
kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

Resiko selalu timbul dari segala aspek kehidupan dan bersinggungan langsung
dengan sosial masyarakat. Informasi dan komunikasi yang memungkinkan masyarakat
menjangkau dan berinteraksi secara bebas, tentunya dapat memunculkan delik negatif
yang menggerus nilai-nilai sosial dan budaya yang telah disadari dan dipatuhi oleh
masyarakat. Keberlanjutan nilai sosial, budaya, dan politik perlu dipertahankan dengan
asas gotong royong dan kebersamaan, baik antar masyarakat sendiri maupun antara
pemerintah dan masyarakat. Sehingga terjadi sinergi positif yang dapat meminimalisir
ataupun menghilangkan resiko.

Keberadaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan menjadi
sarana untuk mendapatkan informasi, pelayanan, dan pengetahuan dalam kehidupan
bermasyarakat. Program yang direncanakan dan diimplementasikan selalu berkaitan

erat dengan kondisi terkini yang terjadi di tengah masyarakat. Hal ini merupakan bentuk



komitmen dan konsistensi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan

sebagai instansi pemerintah yang reaktif dan visioner dalam rangka manajemen resiko.

DASAR HUKUM

1. Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

2. Lampiran Peraturan Deputi Bidang Pengawas Penyelenggaraaan Keuangan
Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada
Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan
Sistem Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Lamongan;

4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman

Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan

MAKSUD DAN TUJUAN

Kegiatan penyusunan laporan penilaian risiko tahun 2025 bertujuan sebagai
implementasi fungsi komunikasi dan pemantauan oleh Pemilik Risiko dan
melaporkan hal- hal yang mebutuhkan Solusi/rekomendasi kepada unit kepatuhan

sebagai sarana pemilik risiko dalam mencapai tujuan Organisasi Perangkat Daerah.

RUANG LINGKUP

Kegiatan penilaian Resiko tahun 2025 di lingkungan Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan dilakukan untuk mengetahui skala dampak
dan intensitas terjadinya resiko yang sudah disusun terhadap pencapaian tugas dan

tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan.
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PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

A. KONDISI LINGKUNGAN PENGENDALIAN SAAT INI

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selaku pelaksana urusan Ketentraman,
Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, Politik di Kabupaten Lamongan
telah Menyusun register Resiko OPD dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya dalam mencapai tujuan Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang
harmonis dan berwawasan kebangsaan serta sadar politik di Kabupaten Lamongan,
Adapun resiko yang telah berhasil dikategorikan menjadi 2 yaitu resiko strategis dan
operasional. kondisi lingkungan pengendalian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Lamongan pada tahun 2025 berdasarkan pada dokumen hasil kuesioner
penilaian lingkungan pengendalian intern dapat dikategorikan memiliki nilai

“memadai” sebagaimana tabel di bawah ini :



Pemda - Badan Kesatuan Bangsa Dan Folitic

Mo | PERTAMYAAM [KUESIONER

A PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA

;| Pegawsi mendapatkan pesan integritas & nilf atika secara ruti dari pimpinan instansi [Misalnya keteladanan, pesan marsl
duy

, | Pemda telah memilii aturan perilaku (missinya kode etik. pakts integritas, dan aturan perilsku pegawal] yang telan
ditomunikasikan kepada seluruh pegawai

3 | Telah terdapat fungsi khusus o dalam instansi yang malayani atas aturan
et

4 aturan etik telah sesuai ketentuan yang berlaku

B KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI

1 | Standar i setiap isi jabatan telsh di

2 | Pegawai yang kompsten telah secara tepat mengisi posisifabatan

3 | Pemda telah memiliki dan strategi peni [ i pegawai

4 | Terdspat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.

€ KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF

1 | Fimpinzn telsh kan kebijakan risika yang kejelasan arah risika

2 | Fimpinzn risiko dan dalam tugas dan keputusan

3 | Pimpinan membangun kemunikasi yang baik dengan anggeta arganisasi untuk barani mengungiapian riske dan secara
terbuka ima/menggali pelaporan risikaimasalah

4 | Gaya pimpinan dapat pegawai untuk meni kinerja

5 | Fimpinzn menetapkan Sasaran stratagis yang selaras dengan visi dan misi Pemda

6 | Rencanasasaran strategis pemda telah dijabarkan ke dalam sasaran OFD dan tingkat cperasional OFD (cascading)

7 | Rencana strategis dan rencana kerja pemda telah menyajikan informasi mengenai risiko

8 | Fimpinzn berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawal terkait dalam prozes pengelolaan risiko

D PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISAS] YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN

1 | Setiap Urusan telah dilsksanakan oleh OFD dan unit kerja yang tepat

5 | Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejetasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-
masing dalam pengelolaan risiko

3 | Pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat adhoc [sementara)

R1

R2

R3

R4

R5

REKAPITULASI HASIL KUESIONER PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALLAN INTERN
CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE}
Pemerintah Kabupaten Lamongan

2025

JAWABAN RESPONDEN (R)

RG6 R7 R& R2 R10D Ril R12 | R13 R14 R15 R16 R17 R18 |R13 R20 R21 R22 | R23 R24 | R25 | R26 R27

R28 R29 R30 |R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R3E Modus

3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3
3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3

4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3
4 4 3 3 3 3 3 2 4 4 3 3
4 4 3 3 3 4 3 3 41 3 3 3

4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 3 3 3 3 3 3 41 3 3 3
3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

SIMPULAN
KUOSIOMER CEE

Memadai

Memadai

Memadai

Memadai

Memadai

Memadai

Memadai

Memadai

Memadai

Memadai

Memadai

Memadai

Memadai

Memadai

Memadai

Memadai

Memadai

Memadai

Memadai

Memadai

Memadai

Memadai

Memadai



Adanya transparansi dan kstzpatan waktu pelaporan pelsksansan peran dan tanggung jawab masing-masing dalsm
pengelolzan risiko

PEMDELEGASIAN WEWENANG DAM TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT

Kiiteria telah di dengan tepat

Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat
Kewenangan direviu secara periodik
PENTUSUNAN DAN PENERAPAN KEBUAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMEINAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pemda telsh memiliki Kebijskan dan prossdur pengelolsan SOM yang lengkap [sejsk rekrutmen sampsi dengan
pemberhentian pagawai)

Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promesi pemilinan SDM telah dilakukan dengan baik
Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja
Pemda telah menginternalisasi budaya sadar risiko

Adanya reward danfatau atas risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban
pengelolsan risika dalam penilaian kinerja)

Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah diper dalzm

Instansi telsh mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM
PERWUIUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF

Inspektarat Dasrah melakukan reviu atas efisiensi efsktivitas pelaksanaan sefisp urusanfrogram Secara periodik

Daerah reviu atas hukum dan aturan lainnya

Daerah layanan fasilitasi risiko dan SPIP

APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko.

Temuan dan APIP telah

HUBUNGAN KERIA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT
Hubungan kerjs yang baik dzngan instansi/organisasi Lain yang memilii keterkaitan operasional telah terbangun

Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terksit atas fungsi pengawasanioemeriksaan nspektorat, BPKP. dan BPK)
talzh terbangun

Memadai

Memadai

Memadai

Memadai

Memadsi

Memadai

Memadai

Memadai

Memadai

Memadai

Memadai

Memadai

Memadai

Memadai

Memadsi

Memadai

Memadai

Memadai

Memadai

Memadai

Memadai

Memadai



B. RENCANA PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan dalam pengelolaan
mitigasi Resiko memiliki beberapa kondisi lingkungan pengendalian yang kurang
memadai sebagaimana berikut :

1. Adanya pegawai yang belum secara tepat mengisi posisi/jabatan. Masih adanya
Nilai IP-ASN OPD yang masih rendah dan disebabkan dimensi kompetensi
ASN yang rendah

2. Masih perlu dilakukan pembaruan susunan organisasi terhadap pejabat
fungsional dan informasi terkait pedoman dalam penyususnannya.

Guna mengatasi lignkungan pengendalian yang kurang memadai di atas
maka diperlukan beberapa startegi rencana tindak pengendalian perbaikan terhadap

lingkungan pengendalian sebagaimana tabel sebagai berikut :



No

-

=

-

o

Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai
Kondsi di OPD cukup memadai

Adanyz pegawai yang belum secara tepat mengisi pasisijabztan. Masih adanya hilai IP-ASH OPD yang masih rendah dan
disehabkan dimensi kompetensi A5 yang rendah

Kondsi di OPD cukup memadai

Sudah cukup memadal namun masih perlu dilakukan pembaruan susunan organisasi terhadap pejabat fungsional dan informasi
terkait pedaman dalam penyususnannya

Kondsi di OPD cukup memadai

Kondsi di OPD cukup memadai

Kondsi di OPD cukup memadai

Kondsi di OPD cukup memadai

Formulir Kertas Keria

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan

Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Kondisi di OPD cukup memadai melakukan pemantauan secara intensif terhadap pelaksanaan aturan perilaku yang dilakukan oleh seluruh pegawai Badan Kesztuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan

Melzkukan Evaluasi Kinerja Secera Berkela dan Pemberian Reward dan Punishment dni hasil panguleuran kinerja

Kondist di OPD cukup memadai namun tetap memberikan arahan kepada seluruh pegawai dan seluruh organisasi dalam melakukan perubahan untuk mecapai kinerja yang lebih baik

Fondisi di OPD cukup memadai namun tetap melakzanzkan Sosizlisasi berkait SOTK Pejabat Fungsional dikarenakan masih adanya Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilhan SDM sewaktu-wakty
Kondisi di OPD cukup memadai namun tetap melaksznakan koordinasi dan sosialisasi SO pendelegasian wewenang terkait batasan k2wenangan kepada seluruh pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Palitk
Kabupaten Lamengan

Kandisi di OPD cukup memadai namun tetap melakukan sosialisasi dan penerapan secara hertahap kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM s=suai persturan perundang-undangan terbaru [Persturan
Pemerintzh Rl Momer 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Meger Sipi)

Kondisi di OFD cukup memadai namun t2tap memantau wewenang diberikan kepada pegawal agar sesuai dengan tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi
Instansi Pemerintzh

Kondisi di OPD cukup memadai namun tetap melanjutkan hubungan kerjasama yang baik antar instansi yang terkat dengan rapat-rapat Koordingsi antar SKPD serta adanya pemeriksaan rutin dari BPK dan
Inspektorat

Penanggung jawab

Sekretariz

Kepala Badan

Kepala Baden

Bagian Organisazi

Sebretaris

Kazubbag Umum dn
Kepegawzian

Kepala Badan

Sekratariz

Target Waktu Pnyelesaian

1Tahun

1Tahun

Triwulanan {Januari, April, Juli dan

Oktote)

1Tahun

Setiap Bulan

Januari-Februan

1Tahun

1Tahun



BAB 111
PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

A. PENETAPAN KONTEKS/TUJUAN

Dalam penetapan tujuan perangkat daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik telah memperhatikan dan mengacu pada casecading Misi IV RPJMD di atas.
Adapun Sasaran RPJMD vyang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat
daerah yakni “Meningkatnya Toleransi” dengan indikator Nilai Toleransi. Sehingga
tujuan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan adalah
“Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan berwawasan kebangsaan
serta sadar politik”.

Setelah menetapkan tujuan maka perlu untuk menetapkan Sasaran. Sasaran
adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur,
spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5
(lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja
sesuai tugas dan fungsi PD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil
pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Agar bisa mendapatkan hasil nyata
yang lebih spesifik, dan terukur dalam waktu tahunan maka sasaran yang ditetapkan
adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya harmonisasi sosial dan Wawasan Kebangsaan
2. Meningkatnya kesadaran politik masyarakat
3. Meningkatnya manajemen internal perangkat daerah

B. HASIL IDENTIFIKASI RISIKO
Berdasarkan pada hasil analisis penyusunan register resiko, maka dapat
dijabarkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan sebagai
pelaksana tugas urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan
Masyarakat, Politik di Kabupaten Lamongan memiliki resiko yang berhasil dianalisis
yang terbagi kedalam resiko startegis dan resiko operasional sebagaimana matriks

yang disajikan sebagai berikut :



Tabel Matriks Resiko Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Merma Femds Pemerintsh Kebupaten Lamangan
Mama OPD Eiadan Kesatuan 2angsa Dan Polzk
Tahun Penilaian 025

Piericads yang Dindai 035

Tupan Strategis

Weuian Femedintatan

GPD yang dinlai Badan kesatuan Bangza Dan Boltic

Tujusn Strategis Pemerintah

Sasaran
Risikn
Ha Indikator K it
Wraian
1 | Fersentase konfi palaksosbud, hukum dan HAM yang Mapamubriga Potensl Konflh dapat terjad sowakty wakty
ditamgani
3 Ferianteie paningeatan penddian politk Tinggifa anges Galaut Matyaiakat yasg berpart Upati dalam pessly
3 Hisi SAKP Badan Kesafusn Bangsa dan Poltik i Hsiem I pemeriniah belum beraln

optimal

L
Rizkn

Fesilik

ASOZA0A0800  Kepala

Esdan

ASQISOS0E0T  Kepila

Badan

RS0 250506.00 | Kepaln

Eadan

Kertas Kerja Strategis OPD
Permeritah Kabupeten Lamongan
Sebab
Uraign Sumbsi
Adarvya partecaan ankar individu dan kelompok Eustemal

Saiaran paadidican pollik belum dilacukan jecanm menpearuh Inkevnial

Peranfaatan hasi evaluasi skuntabilitas kmera nbernal belum Irkernal
eptimal

o

Dempak
Megaan

Mapamivinya kenflk dan berkelanjutan sehingga mersmbulkan kensakan fk dan
paikclogis

Keiadafan poitk Saiyatakal matih rendah

Kurang efeitf can efizmnnya penggunean enggeran dalam mencapar bquan orgerizasi

Fihak yang Tereena

Masyarakat dan Pamerintat

Midyarakat 2an Pemedintat

Bakezhangool dan

Pamerintah



Tabel Matriks Resiko Oprasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tambah Kertas Kerja Operasional Pemda

mazsih belum optimal

Pemerintzh Kabupaten Lamangan
Nama Pemda Pemerintah Kabupaten Lamongan
Nama OFD Badan Kesatusn Bangss Dan Plitik
Tshun Penilaian 2025
Periode yana Dinilai 2025
Tujuan Strateg's
Sasaran strategis OPD
Urusan Pemerintahan
OFD yang Dinilai Badan Kesatuan Bangsa Dan Palitik
Risika
Kegiatan Indikator Keluaran Kode
Tah u =
shap raian Rido
1 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanasn Pemantapan Jumlsh Rumusan Kebijskan Teknis dan konflik RD025.385.01
Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Kanflik Sosial Kewaspadssn Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
2 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang | Jumlah Rumusan Kebijakan Teknis dan Masih tertanam faham-faham radikal dan RD025.38502
Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan intoleran
3 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanazn Bidang | Jumlah Rumusan Kebijakan Teknis dan Belum ir secars RO025.385.03
Ketahanan Ekonomi, Sosizl dan Budaya Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya keberadaan aliran kepercayaan
4 | Pesumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelsksanaan Bidang | Jumlsh Rumusan Kebijakan Teknis dan Belum ommas secara | RD025.385.04
dan Organisasi Bidang dan Organisasi K menyeluruh
5 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanazn Bidang | Jumlah Rumusan Kebijakan Teknis dan Resiko : Keglatan Ormas [Kemitrzan) | ROO25.38505
yaan dan Organisasi y Bidang dan Organisasi K memicu sensitivitas kelompok masyarskat
tertenty, misalnya isu SARA atau dukungan
palitik tertentu
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang | Jumizh Rumuszn Kebijakan Teknis dan Resik Fraud: Pemberian imbalan atauhadiah/ | ROO25.38.5.06
dan Organisasi Bidang dan Organisasi K gratifikasi agar didahulukaniipermudah dalam
proses pelayanan stau pengurusan dokumen
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang | Jumizh Rumuszn Kebijakan Teknis dan Minimnya tentang genderkaum | RDO25.385.07
Pendidikan Politik, Etika Budzya Politik, Peningkatan Demakrasi, Bidang Pendidikan Politk, Etika Budaya Politik, Peningkatan perempuan
Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Farpol, Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan
Pemilu/Pemily Kepala Dazrah, serta Pemantauan Situzsi Politk Parpol Pemilu/Pemilu Kepals Daersh, serta Pemantauzn Situasi
Palitkc
8 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daersh | Persentase Dokumen Perencanaan Kinerja dan Evaluasi tspatwaktu | Pelaksanaan | Belum optimalnya kualitas laporan dan RO025.385.08
ketepatan waktu pnyampaian Laporan
pelaksanaan kegiatan
9 | Administrasi Keuangan Perangkat Dazrah Persentase Dokumen laporan keuangan yang tepat waktu Pelzksanaan | Belum optimalnya kualitas laporan RO025.385.09
pertanggungjawaban keuangan
0 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Dagran Persentase Aparatur yang disiplin Pelaksanasn | Kusltas layanan administrasi kepegawaian RO025.385.10

Pemilik

Kebid Kewaspadaan Nasional
dan Penanganan Konflik

Kabid Ideclogi Wawasan
Kebangsaan dan Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya, dan
Agama

Kabid Ideclogi Wawasan
Kebangsaan dan Ketahanan
Ekenomi, Sesial, Budaya, dan
Agama

Kabid Politik Dalam Megeri dan
Organisasi K

Sebab

Ursian

FKOM belum terbentuk sampai ditingkat
Kecamatan dan Desa

Belum menyelunuhnya sasaran sosialisasi
wawasan kebangsaan

Kurang optimalnya sosialisasi terhadap P2
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri
Pariwisata dan Menteri Dalam Negsri

Banyaknya Orkesmas/Yayasan dan LSM yang
belum

Kabid Palitik Dalam Megeri dan
Organisasi Kemasyarakatan dan
Fihak Ormas

Kabid Palitk Dalam Megeri dan
Organisasi Kemasyarakatan

Kabid Palitik Dalam Megeri dan
Organisasi Kemasyarakatan

Sekretaris

Sekretaris

Sekretaris

Kurang fahamnya ermas atas tupoksinya
sebagai mitra pemerintah dalam mewsjudkan
pembangunan daerah

Kebizsaan masyarakat untuk memberikan
hadiah sebagai ucapan terimakasin

Kurangnya kepedulian terhadap peningkatan
kesadaran politik kaum perempuan

Kurangnya pemahaman dan koordinasi antar
lintas bidang terhadap pelaparan serta manev
pelaksanaan kinerja dan anggaran kegiatan

Kurangnyz Pemahaman ASN terkait dokumen
laporan pertanggungjawaban

Kurangnys kesadaran ASN ternadzp
Dokumen Kepegawaian

Sumber

Internal

Intemal

Internal

Eksternal

Eksternal

Eksternal

Eksternal

Intemnal

Intemnal

Intemnal

Dampsk
) Pinak yang
u
reEn Terkens
Kurang capat dan skuratnya upsys Deni & Ceni | Masyarakat
faham-fah ai dan
masyarakat Femerintah

Data Penghayat kepercayaan tidak terdeteksi
sehingga timbulaya kegiatan penghayat
kepercayaan yang meresahkan masyarakat karena
tidak ada pengawasan

Timbulnya kegiatan Grmas, Orpem, dan LSM yang
bertentangan dengan pancasila karena tidak ada
pengawasan

Gangguan stabilitas dasrah

Ketidakpercayaan masyarakat terhadap komitmen
pelayanzn publik

Peran perempuzn dalam partisipasi politik kurang

Pencapaianz pelaporan yang tidak tepat waktu

Mempenganuni Kualitas Laporan
Pertanggungjawaban yang kurang lengkap

Pencapaian hasil kurang maksimal

Masyarakat dan
Pemerintah

Masyarakat dan

Pemerintah

Masyarakat dan

Pemerintah

Pemerintah

Masyarakat dan
Pemerintah

Perangkat Daerah

Perangkat Daerah

Perangkat Daerah
dan masing-
masing ASN



—-
=1

Administrasi Umum Perangkat Dasrah

Pengadaan Barang Milik Dzerah Penunjang Urusan Pemerintah

Daersh

Pengadaan Barang Milik Dzerah Penunjang Urusan Pemerintah

Dagrsh

Panyadiaan Jasa Penunjang Uurusan Pemerintahan Dagrah

Persentse Unit Kerja Intemal yang terlayani dengan baik

Persentase sarana dan prasarana Aparatur dengan kondisi baik

Persentaze sarana dan prazarana Aparatur dengan kendisi baik

PFersentase Unit Karja Internal yang terlayani dengan baik

Pemaliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan | Persentase sarana dan prazarana Aparatur dengan kondisi baik

Dagrah

Pelaksanaan

Perencanaan

Pelaksanaan

Pelaksanazn

Pelaksanazn

Kualitas layanan administrasi umum masih
belum optimal

Resiko Fraud: Merubah atau menurunkan
spesifikasi teknis barang/jasa yang akan dibeli
sementara nilai (haraga) tidak berubah

Belum terpenuhi kebutuhan peralatan dan
perlengkapan kantor

Belum optimalnya kinerja terkait tugas yang
telah ditetagkan

Sarana dan prazarana kurang memadai

RO02538511 Sekretaris

RO02538512 PPTK

RO02538.513 Sekretaris

RO02538514 Sekretaris

RO02538515 Sekretaris

Keterbatazan SOM Internal

Kurangnya pengendalian terhadap proses dan  Intemnal
hasil

Keterbatazan anggaran Intemal.

Kurangnya kedisipinan dan kesadaran dalam  Intenal

melaksanakan tugas

Kurangnya kezadaran ASH dalam memlihara  Intenal
sarana dan prasarana kantor

2]

2]

2]

)

)

Pencapaian hasil kurang maksimal

Kualitas barangljasa tidak sesuai dengan

kebutuhzn

Pencapaian hazil kurang maksimal

Mempengaruhi kinerja Peranglat Daerah

Mempengaruhi kinerja Peranglat Daerah

Perangkat Daerah
dan masing-
mazing ASM

Perangkat Daerah
dan masing-
masing ASN

Perangkat Dasrah
dan masing-
masing ASN

Perangkat Dasrah
dan masing-
masing ASN

Perangkat Dasrah
dan mazing-
masing ASN



C. HASIL ANALISIS RISIKO
Berdasarkan pada matriks resiko strategis dan operasional di atas maka
dapat dilakukan analisis terkait skala resiko yang akan dihadapi dalam urusan
Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, Politik di Kabupaten
Lamongan ke depan, adapun skala risiko serta penyebab dan dampak risiko dapat

kami sajikan melalui tabel berikut :



Nama Pemda

Tahun Penilaian

No Entitas

Risiko Strategis OPD

Badan Kesatuan Bangsa
Dan Palitik

Eadan Kesatuan Bangsa
Dan Palitik

Eadan Kesatuan Bangsa
Dan Palitik

Risiko Operasional OFD

Badan Kesatuan Bangsa
Dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa
Dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa
Dan Politik

IS

Badan Kesatuan Bangsa
Dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa
Dzn Politik

EY

Badan Kesatuan Bangsa
Dzn Politik

-

Eadan Kesatuan Bangsa
Dan Palitik

@

Badan Kesatuan Bangsa
Dan Palitik

w

Eadan Kesatuan Bangsa
Dan Palitik

&

Eadan Kesatuan Bangsa
Dan Palitik

Eadan Kesatuan Bangsa
Dan Palitik

Badan Kesatuan Bangsa
Dan Palitik

Badan Kesatuan Bangsa
Dan Palitik

=

Badan Kesatuan Bangsa
Dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa
Dan Politik

Pemerintah Kabupaten Lamongan

2025

Risiko Prioritas.

Majemuknya Patensi Konflik dapat terjadi sewaktu waktu
Tingginya angka golput masyarakat yang berpartisipasi dalam pemilu

i sistem belum berj

inerja intemal

Terlambatnya penanganan konfiik

Masih tertanam faham-faham radikal dan intoleran

Belum terinventarisir secara menyeluruh keberadaan aliran kepercayaan

Belum

0rmas secara

Resiko Kemitraan: Kegiatan Ormas (Kemitraan) memicu sensitivitas kelompok masyarakat
tertenty, misalnya isu SARA atau dukungan politik tertentu

Resiko Fraud: Femberian imbalan atau

dalam

Kode Risika

RS50.25.05.06.01

RS0.25.05.06.02

RS0.25.05.06.03

R0D025.335.01

R0D025.335.02

R0D025.335.03

ROO25.385.04

ROQ23.3335.05

RO025.385.06

R—
proses pelayanan atau pangurusan dokumen

Minimnya pemahaman tentang gender kaum perempuan

Belum optmalnys kuslitas laporan dan ketepatan waktu Laporan

ROO25.335.07

R0O025.335.08

kegiatan
Belum optimalnya kualitas laporan pertanggungjawaban keuangan

Kualitas Layanan administrasi kepagawaian masih belum ogtimal

Kualitas layanan administrazi umum masih belum eptimal

Reesiko Fraud: Merubah atau menurunkan spesifikasi teknis barangfiasa yang akan dibel

sementara nilai [haraga) tidak berubah

Belum

peralstan dan

Belum optimalnya kinerja terkait tugas yang telah ditetapkan

Saranadan prasarana kurang memadai

ROQ25.325.09

ROQ25.325.10

ROQ25.325.11

RO02533512

RO02533513

R0D025.335.14

R0D025.33515

Skala
Risiko

Formulir Kertas Kerja
Daftar Risiko Pricritas

ik Risiko

Kepals Badan

Kepala Badan

Kepala Badan

Kebid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Kabid ldeologi Wawasan Kebangsaan dzn Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama

Kabid ldeologi Wawasan Kebangsaan dzn Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama

Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
dan Pihak Ormas

Penyebab

Adanya perbedasn antar individu dan kelampok

Sasaran pendidikan palitik belum dilakukan secars menyeluruh

Pemanfaatan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja intemnal belum aptimal

FEDM belum terbentuk sampai ditingkat Kecamatan dan Deza

Belum menyeluruhnya sasaran sosialisasi wawasan kebangsaan

Kurang optimalnya sosialisasi terhadap PE Menteri Pendidikan dan Kebudayazn, Menteri
Pariwisata dan Menteri Dalam Megeri

Banyaknya Orkesmas/Yayasan dan LSM yang belum melzporkan keberadaannya

Kurang fahamnya ormas atas tupoksinya sebagai mitra pemerintah dalam mewujudkan
pembangunan dzerzh

Dampak

Maj konfiik dan

szhingga kerusakan fisk dan pikalogis

Kesadaran politik masyarakat masih rendah

Kurang efektf dan efisiennya penggunaan anggaran dalam mencapal tujuan organisasi

Kurang cepat dan zkuratnya upaya Deni & Ceni

Data Penghayat kepercayaan tidak terdeteksi sehingga timbulnya kegiatan penghayat kepercayaan
yang meresahkan masyaraket karena tidek ada pengawasen

Timbulnya kegiatan Ormas, Orpem, dan LSM yang bertentangan dengan pancasila karena tidak ada
pengawasan

Gangguan stabilitas daerah

Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi

Kabid Politi Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Sekretaris

Sekretaris

Sekrataris

Sekrataris

PPTK

Sekrataris

Sekrataris

Sekrataris

untuk hadiah sebagai ucapan

Kurangnya kepedulian terhadap peningkatan kesadaran politi kaum persmpuan

Kurangnys pemahaman dan koardinasi antar lintas bidang terhadap pelagoran serta

manev pelaksanaan kinerja dan anggaran kegiatan

Kurangnya Pemahaman ASN terkait dokumen laporan

ayaan ¥ terhadap kemitmen pelayanan public

Peran perempuan dalam partisipasi politk kurang

Pencapsiana pelaporan yang tidsk tepat waktu

Kurangnya kesadaran ASN tarhadap Dokumen Kepegawaian

Katerbatazan SDM

Kurangnys pengendalian terhadap proses dan hasil

Ketsrbatssan anggaran

Kurangnya kedizipinan dan kesadaran dalam melaksanakan tugas

Kurangnya kesadaran ASN dalam memlihara sarana dan prasarana kantor

p i Kualitas Laporan Pertanggungiswaban yang kurang lengkap

Pencapaian hasil kurang maksimal

Pencapaian hasil kurang maksimal

Kuslitas barangfjasa tidsk sesual dengan kebutuhan

Pencapsian hasil kurang maksimal

Mempangaruhi kinerja Perangkat Dasrah

Mempangaruhi kinerja Perangkat Dazrah



Adapun rencana tindak pengendalian ( RTP ) terhadap risiko di atas yang berisi jadwal, celah pengendalian,

pemilik/penanggung jawab, serta jadwal rencana target waktu penyelesaian risiko yang dihadapi dapat dijelaskan melalui matriks

formulis kertas kerja sebagai berikut :

Nama Famda
Tahun Penilaian

Tujuzn Strategis Pamda
Urusan Pemerintahan

Dinas Terkait

No Risika Prioritas

Risiko Strategis OPD Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik:

1 Majemuknya Potensi Konfllk dapat terjadi sewaktu waktu

2 Tingginya angka galput masyarakat yang berpartisipasi dalam pemily

3 Implementasi sistem akuntabilitas kinerja intemal pemerintah belum berjalan
optimal

Risiko Operasional OFD Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik:

1 Terlambatnya penanganan kanflik

2 Masih tertanam faham-faham radikal dan intoleran

3 Belum ir secara

aliran kepercayaan

4 Belum

ormas secara

5 Resitn Kemitrazn: Kegiatan Ormas [Kemitrazn] memicu sensitivitas kelompak
masyarakat tertentu, misalnya isu SARA atau dukungan politik tertentu

6 Resio Fraud: Pemberian imbalan atau hadiah/gratfikasi agar didahulukan/
dipermudzh dalam proses pelayanan atau pengurusan dokumen

7 Minimnya psmahaman tentang gender kaum perempuan

8 Belum optimalnya kualitas Laporan dan ketepatan waktu penyampaian Laporan
pelaksanaan kegiatan

9 Belum optimalnys kualitas laporan pertanggungjswaban keuangan

10 Kualitas layanan administrasi kepegawaian masih belum optimal

11 Kuzlitas layanan sdministrazi umum masih belum optimal

12 Resiko Fraud: Merubah atau menurunkan spesifikasi teknis barangfasa yang
akan dibeli sementara nilsi (haraga) tidak berubah

13 Belum terpenuhi ksbutuhan peralatan dan perlengkapan kantor

14 Belum optimalnya kinerja terkait tugas yang telah ditstapkan

15 Sarana dan prasarana kurang memadai

Pemsrintah Kabupaten Lamangan

2025

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Kode Risiko

RS0 25060601

RE0.25.06.06.02

RS0 25060603

ROD25.38.5.01

ROD25.33.5.02

ROOZ538503

RODZ25.38.5.04

ROD25.32.5.05

RO025.32.5.06

ROD25.38.5.07

ROO25.28.508

ROOZ538509
ROOZ538510

ROD25.38.5.

ROD25.38.5.12

ROO25.28.513

ROOZ538514

RO0OZ25.38.5.15

Uraian Pengendalian yang Sudah Ads %)

Melaksanakan Deteksi Dini dan Cegah Dini

Sosialisasi Pendidikan Politk

Monitoring dan evaluasi rencana aksi kegistan setiap
tribulanan delam bentuk rapat dan laperan tribulan.

FKDM Kabupatzn

Sosialisasi Wawasan Kebangsaan

Monitaring Aliran Kepercayaan

Monitoring Organisasi Kemasyaratatan

Pembinaan Ormas

Penandatanganan Pakta Integritas

Sasializasi Politik Perempuan

Laparan Pelaksanaan Kegiatan yang Tepat Waktu

Ketepatan Laporan Pertanggungjawaban

Dokumen Acministrasi Kepegawaisn

Tersedianya Kualitas Layanan Administrasi Umum

Penandatangan pakta integritas

Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan
kantor
Penunjang Kinerja Pegawsi

Tersedianyz sarana dan Prasarana yang memadahi

Formulir Kertas Kerja

Penilzian Atas Kegiztan Pengendzlian Yang Ada Dan Masih Dibutuhkan

Celah Pengendalian

Belum Maksimal

Sasaran Pendidikan Politik

Pelzksanzan rapat tribulan belum terlaksana secara
kansisten dan belum melibatkan seluruh pegawai

Belum Maksimal

Belum Maksimal

Belum Menyeluruh

Belum Menyeluruh

Belum Menyeluruh

Belum adanya penzrapan sanksipunishman

Belum Maksimal

Laparan hasil
kegiatan

Adanya temuan terkait SR

Adanya Dekumen administrasi kepegawalan yang
tidzk lengkap

Keterbatasan SDM

Belum Maksimal

Terbatasnya anggaran untuk pengadaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Keterbatasan SOM

Kurangnya sarana dzn Frasarana yang memadzhi

Rencana Tindak Pengendalian

Peningkstan sistem pengamanan diwilayah dengan Mengedepankan unsur 3 pilar 1 Tertib agministrasi
kependudukan 2, Tamu wajib Lapor 1 x 24 jam 3. Melakukan pemantsuan dan pengswasan terhadap crang yang tidak
dikenal

Kolahorasi dengan pihak ekternal seperti Farpol, Ormas, Mahasiswa untuk memberikan sosialisasi politik kepada
masyarakat serta memasang iklan pemily menjslang pesta demokrasi

1} Pemaparan rencana kerja dan anggaran kegiatan masing-masing bidang 2} Pemaparan reslisasi rencana kerja dan
anggaran kegistan masing-masing bidang.

Membzntuk FKDM sampai dengan tingkat Kecamatan dan Desa

Pemerataan Sasaran Sosialisasi Wawasan Kebangsaan

Mengintensifan pambinaan kepads penghayat kepercayaan

Menghimbau kepada Ormas agar melaporkan keberadsannya melalui Camat

Membentuk Timdu Ormas

Melskukan sistem reward dan punishman terhadap pegawai berprastasi taupun pegawai yang menyimpang

Pemerataan Sasaran Sosialisasi Politik Kaum prempuan di seluruh Kecamatan

Melakukan Manev Triveulan

Koordinasi dengan i

terkait Laporan yang kurang tepat
Melakukan sosialisasibimtek dan pelatinan kepada ASN
Ssialisasi kepada ASN

Melakukan verifikasi berjsnjang

Kaordinasi dengan BPKD terkait penganggaran

Rekrutrmen SOM yang memadahi

Koordinasi dengan Aset terkait pengadaan sarana dan prasarana penunjang urusan kantor

Pemiliki Penangungg Jawaby

Kepala Badan

Kepala Badan

Kepala Badan

Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan
Kanflik Sesial

Kabid Idzclogi Wawasan Kebangsaan dan
Ketahanan Exonomi, Sosial, Budaya dan 4gama

Kabid Ideologi Wawazan Kebangsaan dan
Ketzhanan Exanomi, Sasial, Budaya dan Agama

Kabic Palitik Dalam Negeri dan Organisasi
Kemasyarakatan

Kabid Palitk Dalam Megeri dan Organisasi
Kemasyarakatan

Kzbid Politik Dalam Negeri dan Organisasi
Kemasyarakstan

Kabid Palitik Dalam Negeri dan Organisasi
Kemasyarakatan

Sekretaris
Sekretariz
Sekretaris
Sekretaris

PFTK

Sekretaris

Sekretariz

Sekretaris

Target Waltu
Penyelesaian

12 Bulan

5 Tahun

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan



D. PENGENDALIAN YANG SUDAH DILAKUKAN
Berikut akan dijabarkan mengenai pengendalian yang sudah dilaksanakan
olen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan terhadap
penanggulangan risiko startegis dan operasional yang telah diidentifikasi dan telah
dilaksanakan yang dapat kami jabarkan ke dalam matriks tabel sebagai berikut :



Nama Pemda

Tahun Penitaian
Tujuan Strategis Pemda
Urusan Pemerintahan

Cinas Terkait

Ha Kegistan Pengendalian yang Dibutuhkan

Risiko Strategis OPD Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik:
1 Peningkatan sistem pangamanan diwilaysh dengan Mengedzpankan unsur 3 pilar: 1. Tertib administrasi kependudukan 2, Tamu wajlb spor 1% 24 jam 3. Melakukan pemantauan dan pengawasan
terhadap orang yang tidak dikenal

2 Kolaborasi dengan pihak ektemal seperti Parpol, Ormas, Mahasiswa untuk memberikan sosialisasi politik kepada masyarakat serta memasang iklan pemilu menjelang pesta demokrasi

3 1] Pemaparan rencana kerja dan anggaran kegiatan masing-masing bidang 2) Pemaparan realisasi rencana kerja dan anggaran kegiatan masing-masing bidang.

Risiko Operasional OPD Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik:

1 Membentuk FKDM sampai dengan tingkat Kecamatan dan Desa

2 Pemerataan Sasaran Sesializasi Wawazan Kebangzaan

3 Mengintensifian pembinaan kepada penghayat hepercayaan

4 Menghimbau kepada Ormas agar melaparkan keberadaannya melalui Camat

5 Membentuk Timdu Ormas

& Melskukan sistem reward dan punishman terhadap pegawai berprestasi ataupun pegawai yang menyimpang

7 Pemeratazn Sasaran Sesialisasi Politik Kaum prempuan di seluruh Kecamatan

B Melakukan Monav Trivulan

9 Koordinasi dangan inspektorat terkait Laporan Pertanggungjawaban yang kurang tepat

10 Melakukan sosialisazibimtak dan pelatihan kepada ASH

11 Sosialisasi kepada ASN

12 Melskukan varifikasi berjenjang

13 Koordinasi dengan BRKD terksit penganggaran

14 Rekrutmen SDM yang memadahi

15 Koordinasi dengan Aset terkait pangadaan sarana dan prasarana penunjang urusan kantar

Pemerintah Kabupaten Lamangan

2025

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politk

yang Dip

Manitaring Renaksi

Konfimasi persiapan dan Laporan pelaksanaan
kegiatan

Reviu hazil monev kinerja internal

Kenfirmasi persiapan dan laparan pelaksanaan
kegiztan

Kanfirmasi persiapan dan laparan pelsksanaan
kegistan

Kenfirmasi persiapan dan laparan pelaksanaan
kegiztan

Kenfirmasi persiapan dan laparan pelaksanaan
xegiatan

Kenfirmasi persiapan dan laparan pelaksanaan
kegiztan

Konfirmasi persiapan dan Laporan pelaksanaan
kegiatan

Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan
kegiztan

Konfirmasi persiapan dan Laporan pelaksanaan
kegiatan

Konfirmasi persiapan dan Laporan pelaksanaan
kegiatan

Konfirmasi persiapan dan Laporan pelaksanaan
kegiatan

Konfirmasi persiapan dan Laporan pelaksanaan
kegiatan

Konfirmasi persiapan dan Laporan pelaksanaan
kegiatan

Konfirmasi persiapan dan Laporan pelsksanaan
kegiatan

Konfirmasi persiapan dan Laporan pelsksanaan
kegiatan

Konfirmasi persiapan dan Laporan pelsksanaan
kegiatan

Penanggung Jawab Pemantauan

Kepala Badan

Kepala Badan

Kepala Badan

Kabid Kewaspadaan nasional dan Penanganan Konflik Sosial

Kabid Idelog) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekanomi, Sosial, Budaya
dan Agama

Kabid Idelogi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekanomi, Sosial, Budays
dan Agama

Kabid Politik Dalam Negsri dan Organisasi Kemasyarakatan

Kabid Politik Dalam Negsri dan Organisasi Kemasyarakatan

Sekretaris

Kabid Politik Dalam Negsri dan Organisasi Kemasyarakatan

Sekretaris

Sekretaris

Sekretaris

Sekretaris

Sekretaris

Sekretaris

Sekretaris

Sekretaris

Rencana Waktu Pelaksanaan
Pemantauan

Januari-Desember

Triwulan Il

Triwulan | s/ IV Tahun 2025

Triwulan IV

Triwulan IV

Triwulan IV

Triwulan IV

Triwulan IV

Triwulan IV

Triwulan IV

Triveulan |56 IV

Triwulan IV

Triwulan IV

Triwulan IV

Triwulan IV

Triwulan IV

Triwulan IV

Triwulan IV

Realisasi Waktu
Pelaksanaan

Januari-Dessmber

Triwulan Il

Triwulan | =d IV Tahun
2025

Triwulan IV

Triwulan IV

Triwulan IV

Triwulan IV

Triwulan IV

Triwulan IV

Triwulan IV

Triweulan | sd IV

Triwulan IV

Triwulan IV

Triwulan IV

Triwulan IV

Triwulan IV

Triwulan IV

Triwulan IV

Keterangan



E. PENGENDALIAN YANG MASIH DIBUTUHKAN

Pengendalian yang masih dibutuhkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

berikut:

Nama Pemda

Tahun Penilaian
Tujuan Strategis Pemda
Urusan Pemerintanan

Dinas Terkait

Ho Risiko Prioritas.

Risiko Strategis OPD Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik:
1 Majemuknya Potensi Kenflik dapat terjadi sewaktu wakiu
2 Tingginya angka golput masyarakst yang berpartisipasi dalzm pemilu

3 i sistem
optimal

kinerja intemal belum berialan

Risiko Operasional OPD Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik:

1 Terlambatnya penanganan korflik

2 Magih tertanam faham-faham radikal dan intoleran

3 Belum ir secara

aliran kepercayaan

4 Belum

ormas secara

5 Resiko Kemitraan: Kegistan Ormas [Kemitraan] memicu sensitivitas kelompok
masyarakat tertantu, misalnya isu SARA atsu dukungan politik tertentu

6 Resio Fraud: Pemberian imbalan stau hadiahfgratifikasi sgar didahuluken’
dipermudah dalam proses pelsyanan atau pengurusan dokumen

7 Minimnya pemahaman tentang gender kaum perempuan

8 Belum optimalnya kualitss laporan dan ketepatan waktu penyampaian Laporan
pelaksanaan kegistan

9 Belum optimalnya kualitss laporan pertanggungiawaban keuangan

10 Kualitas layanan administrasi kepegawaian masih belum optimal

11 Kualitas layanan administrasi umum masih belum optimal

12 Resiko Fraud: Merubah atau menurunkan spesifikasi teknis barangfjasa yang
akan dibeli sementara nilzi (haraga) tidsk berubah

13 Belum terpenuhi kebutuhan peralatan dan perlengkagan kantor

14 Belum optimalnya kinerja terkalt tugas yang telah ditetapkan

15 Sarana dan prasarana kurang memadai

Tabel Pengendalian Yang Masih Dibutuhkan

Pemerintah Kabupaten Lamangan

2025

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Kode Risiko

R50.25.05.06.01

R50.2505.0602

R50.25.05.06.03

RD0O25.28.501

RD025.28.502

RO0O2538.5.03

ROO2538.5.04

ROO2538505

RO025.38.5.06

RO025.38.507

RO025.38.5.03

RO025.38.5.09

RD025.28.5.

ROO25385.11

ROO2538512

RO025.385.13

ROO2538514

RO025.385.15

Uraian Pengendalian yang Sudzh Ada *

Melaksanakan Deteksi Dini dan Cegah Dini

Sosialisasi Pendidikan Politk

Monitoring dan evaluasi rencans aksi kegistan setiap

tribulanan dalam bentuk rapat dan laporan tribulan.

FKDM Kabupaten

Sosialisasi Wawasan Kebangsaan

Moritaring Aliran Kepercayaan

Monitaring Organisasi Kemasyarakatan

Pembinaan Ormas

Penandatanganan Fakta Integritas

Sosialisasi Poltik Perempuan

Laporan Pelsksanaan Kegiatan yang Tepat Waktu

Ketepatan Lagoran Pertanggungjawaban

Dokumen Administrasi Kepegawaian

Tersadianys Kualitas Layanan Administras Umum

Penandatangan pakts integritss

Terpenhinys kebutuhan peralatan dan perlengkapan

kantor
Penunjang Kinerja Pegawai

Tersedianya sarana dan Prasarana yang memadahi

Formulir Kertas Kerja

Penilaian Atas Kegiatan Pengendalian Yang Ada Dan Masih Dibutuhkan

Celah Pengendalian

Belum Maksimal

Sasaran Pendidikan Politik

Pelsksanaan rapat tribulan belum terlaksana secara
konsisten dan belum melibatkan selunuh pegawai

Belum Maksimal

Belum Maksimal

Belum Menyelurh

Belum Menyelurh

Belum Menyeluruh

Belum adanya penerapan sanksvpunishman

Belum Maksimal

laparan hasil
kegistan

Adanya temuan terkait 5P

Adanya Dokumen administrasi kepegawaian yang
tidak lengkap

Keterbatazan SOM

Belum Maksimal

Terbatasnya anggaran untuk pengadaan peralatan dan
perlzngkapan kantor
Keterbatasan SDM

Kurangnya sarana dan Prasarana yang memadafi

Rencana Tindak Pengendalian

Peni sistem divilayeh dengan unsur 3 pilar: 1. Tertib administrasi
kependudukan Z, Tamu waib lapor 1 x 24 jam 3. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap crang yang tidak

dikenal

Kolaborasi dengan pihak ektemal szperti Parpol, Ormas, Mahasiswa untuk memberikan sosialisasi politik kepada
masyarakat serta memasang ikian pemily menjslang pesta demokrasi

1} Pemaparan rencana kerja dan anggaran kegiatan masing-masing bidang 2} Pemaparan realisasi rencana kerja dan
anggaran kegiatan masing-masing bidang.

Membentuk FKOM sampai dengan tingkat Kecamatan dan Desa

Pemerataan Sasaran Sosialisasi Wawasan Kebangsaan

Mengintensifkan pembinaan kepada penghayat kepercayaan

Menghimbau kepada Ormas agar melsporkan keberadaannya melalui Camat

Membentuk Timdu Ormas

Melakukan sistem reward dan punishman terhadap pegawai berprestasi ataupun pegawal yang menyimpang

Pemerataan Sasaran Sosialisasi Peltik Kaum prempuzn di selurun Kecamatan

Melakukan Monay Triwulan

Kaordinasi dengan inspektorat terkalt Laparan Pertanggungiswaban yang kurang tepat

Melakukan sosialisasibimtek dan pelatihan kepada ASN

Sosializazi kepada ASN

Melakukan verifikasi berjznjang

Kaordinasi dengan BPKD terkait penganggaran

Rekrutmen SOM yang memadahi

Koardinasi dengan Aset terkait pengadsan sarana dan prasarana penunjang urusan kantar

Pemilik/ Penangungg Jawab

Kepala Badan

Kepala Badan

kepala Badan

Xabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan
Konflik Sasial

Kabid Idzclogi Wawasan Kebangsaan dan
Ketahanan Exanomi, Sosial, Budaya den Agama

Kabid Idzclogl Wawasan Kebangsaan dan
Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama

Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi
Kemasyarakatan

Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi
Kemasyarakatan

Kabid Politk Dalam Negeri dan Organisasi
Kemasyarakatan

Kabid Politk Dialam Negeri dan Organisasi
Kemasyarakatan

Sekretaric
Sekretaris
Sekretaric.
Sekretaric

PPTK

Sekretaris

Sekretaric.

Sekretaris

Lamongan dapat dilihat sebagai

Target Waktu
Penyelesaian

12 Bulan

5 Tahun

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan



BAB IV
RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Kesuksesan Pengendalian risiko startegis dan operasional OPD salat satunya
dipengaruhi oleh factor informasi dan komunikasi. Faktor informasi dan komunikasi
diperlukan dalam penyampaian risiko strategis dan operasional serta rencana tindak
pengendalian dalam menangani terjadinya risiko dalam urusan Ketentraman, Ketertiban
Umum, dan Perlindungan Masyarakat, Politik di Kabupaten Lamongan. Berikut akan
dijabarkan mengenai rancangan informasi dan komunikasi yang telah disusun oleh Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik ke dalam matriks sebagai berikut:



Mama Pemda

Tahun Penilzian
Tujuan Strategis Pemda
Urusan Pemerintahan

Dinas Terkait

No Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan

Risiko Strategis OPD Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik:

1 Peni sistem

diwilayah dengan M i
pemantauan dan pengawasan terhadap orang yang tidak dikenal

demokrasi

Risikn Operasienal OPD Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik:

Membentuk FKDM sampai dengan tingkat Kecamatan dan Desa

Pemerztaan Sasaran Sosializasi Wawazan Kebangzaan

Mengintensifian pembinaan kepada penghayat kepercayazn

-

Menghimbau kepada Ormas agar melaporkan keberadzannya melalui Camat

Membentuk Timdu Ormas

o

-

Pemerztaan Sasaran Sosializasi Politik Kaum prempuan di seluruh Kecamatan

@

Melakukan Monev Triwulan

w

Koordinasi dengan ir terkait Laporan F

yang kurang tepat

=1

Melakukan sosialisasifbimtek dan pelatihan kepada ASN

Sosialisasi kepada ASN

Melakukan verifikasi berjenjang

Koordinasi dengan BPKD terkait penganggaran

=

Rekrutmen SOM yang memadahi

Koordinasi dengan Aset terkait pengadaan sarana dan prazarana penunjzng urusan kantor

unsur 3 pilar: 1. Tertib administrasi kependudukan 2, Tamu wajib lapar 1 x 24 jam 3. Melakukan

Kolaborasi dengan pihak ekternal seperti Parpol, Ormas, Mahasiswa untuk memberikan sosialisasi politik kepada masyarakat serta memasang iklan pemilu menjelang pesta

1) Pemaparan rencana kerja dan anggaran kegiatan masing-masing bidang 2) Pemaparan realizasi rencana kerja dan anggaran kegiatan masing-masing bidang

Melakukan sistem reward dan punishman terhadap pegawai berprestasi ataupun pegawai yang menyimpang

Tabel Rancangan Infokom

Foermulir Kertas Kerja
Pengkomunikasian Pengendalian Yang Dibangun

Pemerintah Kabupaten Lamangan

2025

Badan Kesatuan Bangza Dan Puolitik

Media/Bentuk Sarana
Pengkomunikasian

Sosializasi

Sosializasi

Rapat Koordinasi

Koordinasi

Sosializasi

Pembinaan

Koordinasi
Koordinasi dan Sosialisasi

Sosisalisasi
Sosializasi
Rapat Koordinasi
Koordinasi
Sosializasi/Bimtek
Koordinasi
Sosializasi
Koordinasi
Koordinasi

Koordinasi

Penyedia Informasi

Kebid Kewaspadaan Masicnal dan Penanganan Kenflik

Narasumber Eksternal di Bidangnya

Sekretariat Bakesbangpol

Kebid Kewaspadaan Masicnal dan Penanganan Kenflik
Narasumber Eksternal di Bidangnya

Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya
dan Agama

Kahid Palitik Dalam Megeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Kabid Politik Dalam Megeri dan Organisasi Kemasyarakatan, Kazat Intel Polres,
Intel Kodim dan Kejaksaan

Sekrataris
Narasumber Eksternal di Bidangnya
Kasubhag Perencanaan dan Evaluasi
Inspektorat
Kasubag Umum dan Kepegawaian, BKPSDM
BKPSOM
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
BPKAD
BKPSDM & EPKAD

Bidang Aset BPKAD

Penerima Informasi

Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Desa

Masyarakst Pemilih Pemula

Seluruh Bidang Bakesbangpol

Pegawai Kecamatan dan Perangkat Desa

Masyarakat Kabupaten Lamonagn
Penghayat Kepercayaan

Organizasi Kemasyarakatan

Perangkat desa, lembaga pendidikan, dan
pegawai Kecamatan

Seluruh Pegawai Bakesbangpol
Masyarakat Perempuan
Seluruh Pegawai Bakesbangpol
Perangkat Daersh dan seluruh ASN
Perangkat Daersh dan seluruh ASN
Perangkat Daersh dan seluruh ASN
Seluruh Pegawai Bakesbangpol
Perangkat Daerzh dan PFTK
Perangkat Daerah

Perangkat Daerah

Rencana Waktu
Pelaksanaan

Setiap Bulan

Triwulan IV

Triwulan | sid IV 2025

Triwulan IV

Triwulan IV

Triwulan IV

Triwulan IV

Triwulan I

Triwulan IV
Triwulan IV
Triveulan | sid IV
Triwulan IV
Triwulan IV
Triwulan IV
Triwulan IV
Triwulan IV
Triwulan IV

Triwulan IV

Realisasi Waltu
Pelaksanaan

Setiap Bulan

Triwulan V

Triwulan |5id [V 2023

Triwulan V

Triwulan [V

Triwulan V

Triwulan [V

Triwulan I

Triwulan V
Triwulan [V
Triwulan|sd IV
Triwulan [V
Triwulan [V
Triwulan V
Triwulan [V
Triwulan [V
Triwulan [V

Triwulan V

Keterangan



BAB V
RANCANGAN PEMANTAUAN

Pengendalian dan pemantauan risiko merupakan salah satu factor dalam
penentuan keberhasilan sebuah organisasi dalam pelaksanaan tugas serta pencapaian
target dan kinerja organisasi perangkat daerah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Lamongan sebagai pelaksana tugas urusan Ketentraman, Ketertiban Umum,
dan Perlindungan Masyarakat, Politik guna menghadapi risiko-risiko yang diidentifikasi
dalam pencapaian tujuan organisasi maka disusun sebuah rancangan pemantauan yang

dapat kami kabarkan melalui matriks tabel sebagaimana berikut :



Tabel Rancangan Pemantauan

Nama Pemda

Tahun Penilaian

Tujuan Strategis Pemda

Urusan Pemerintahan

Dinas Tarkait

Mo

Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan

Risiko Strategis OPD Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik:

Peningkatan sistem pengamanan diwilayah dengan Mengedepankan unsur 3 pilar: 1. Tertib administrasi kependudukan 2. Tamu wajib lapor 1 x 24 jam 3. Melakukan pemantauan dan pengawasan

terhadap oranq yang tidak dikenal

Kolaborasi dengan pihak ekternal seprti Parpol, Ormas, Mahasiswa untuk memberikan sosialisasi poltik kepada masyarakat serts memasang iklan pemilu menjelang pesta demokrasi

1) Pemagaran rencana kerja dan anggaran kegiatan masing-masing bidang 2] Pemaparan realisasi rencana keria dan anggaran kegiatan masing-masing bidang.

Risiko Operasional OFD Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik:

-

~

@

w

5

<

Membentuk FKDM sampai dengan tingkat Kecamatan dan Desa

Pemerztazn Sasaran Sesializasi Wawasan Kebangsaan

pembinzzn percay

melalui Camat

kepada Ormas agar

Membantuk Timdu Ormas

Melatukan sistam reward dan punishman terhadap pegawai berprestasi ataupun pegawsi yang menyimpang

Pemerataan Sasaran Sosialisasi Politik Kaum prampuan di seluruh Kecamatsn

Melakukan Monev Triwulan

Koordinasi dengan inspektorat terkait Laporan Pertanggungjawaban yang kurang tepat

Melakukan sosizlisasihimtsk dan pelatihan kepada ASH

Sosialisasi kepada ASN

Melatukan varifikasi berjenjang

Koordinasi dengan BPKD terkait penganggaran

Rekrutmen SOM yang memadahi

Koordinasi dengan Aset terkait pengadaan sarana dan prasarana penunjang urusan kantor

Pemerintah Kabupaten Lamangan

2025

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

BentulyMetode Pemantauan yang Diperlukan

Monitoring Renaksi

Konfirmasi persiapan dan lzporan pelaksanaan
kegiatan

Reviu hasil monev kinerja intamal

Konfirmasi persiapan dan laparan pelaksanaan
kegiatan

Konfirmasi persiapan dan lzporan pelaksanazn
kegiatan

Konfirmasi persiapan dan Lzporan pelaksanazn
kegiatan

Konfirmasi persiapan dan lzporan pelaksanaan
kegiatan

Konfirmasi persiapan dan Lzporan pelaksanazn
kegiatan

Konfirmasi persiapan dan lzporan pelaksanaan
kegiatan

Konfirmasi persiapan dan lzporan pelaksanaan
kegiatan

Konfirmasi persiapan dan lzporan pelaksanaan
kegiatan

Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan
kegiatan

Konfirmasi persiapan dan lzporan pelaksanaan
kegiatan

Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan
kegiatan

Konfirmasi persiapan dan lzporan pelaksanaan
kegiatan

Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan
kegiatan

Konfirmasi persiapan dan lzparan pelaksanaan
kegiatan

Konfirmas! persiapan dan laporan pelaksanaan
kegistan

Penanggung Jawab Pemantauan

Kepala Badan

Kepala Badan

Kepala Badan

Kabid Kewaspadaan nasional dan Penanganan Konfiik Sosial

Kabid Idelogi Wawasan Kebangsaan dan Ketshanan Ekonomi, Sosial, Budaya
dan Agama

Kabid Idelogi Wawasan Kebangsaan dan Ketshanan Ekonomi, Sosial, Budaya
dan Agama

Kabid Poltik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Kabid Poltik Dalsm Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Sekretaris

Kabid Poltik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Sekretaris

Sekretariz

Sekretaris

Sekretariz

Sekretaris

Sekretariz

Sekretaris

Sekretariz

Rencana Waktu Pelaksanaan
Pemantauan

Januari-Desember

Triwulan Ill

Triwulan | id IV Tahun 2025

Triwulan [V

Triwulan [V

Triwulan [V

Triwulan [V

Triwulan [V

Triwulan [V

Triwulan [V

Triwulan | sid IV

Triwulan [V

Triwulan [V

Triwulan [V

Triwulan [V

Triwulan [V

Triwulan [V

Triwulan [V

Realisasi Waktu
Pelaksanaan

Januari-Desember

Triwulan |1l

Triwiulan | sid IV Tahun
2025

Triwulan [V

Triwulan [V

Triwulan [V

Triwulan [V

Triwulan [V

Triwulan [V

Triwulan [V

Triwulan | sid IV

Triwulan [V

Triwulan [V

Triwulan [V

Triwulan [V

Triwulan [V

Triwulan [V

Triwulan [V

Keterangan



BAB VI
PENUTUP

Dari hasil yang telah dijabarkan di atas bahwa dapat disimpulkan bahwa Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan telah menyusun dokumen dalam
pengelolaan risiko sesuai dengan kaidah dan semoga dokumen penilaian risiko tahun
2025 ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sebagai panduan dalam penanganan
dan identifikasi risiko dalam pencapaian tujuan dan sasaran OPD dalam tugas urusan
Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, Politik di Kabupaten

Lamongan.




